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Sambutan
Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi
pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Untuk memenuhi amanat UU Dikti pada
tahun 2016 telah diterbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang
Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian,
Perubahan, dan Pencabutan lIzin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/20l6
Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa
terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi
baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/
Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan
kemudian;

2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut
Teknologi;

3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology,
engineering, dan mathematic (STEM),

4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:

a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Memenuhi amanat Permenristekdikti di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, maka
para pengusul perlu dipandu dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi
swasta, dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi.

Dengan mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul yang
diajukan dapat diproses secara tepat waktu, sehingga baik perguruan tinggi yang didirikan atau
diubah maupun program studi yang dibuka atau diubah, mampu untuk berkontribusi positif dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya
saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2018
Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI
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Patdono Suwignjo



Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Sepanjang tahun 2016 telah diproses berbagai usul pendirian perguruan tinggi
swasta, dan pembukaan program studi di lingkungan perguruan tinggi.
Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan
mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut, selain masih terdapat
hal-hal yang masih dapat dikembangkan sehingga mampu mempersingkat waktu
pemrosesan usul- usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah dilakukan
perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenristekdikti No. 100
Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan lzin PTS.

Berhubung telah dilakukan perubahan Permenristekdikti tersebut, maka perlu diterbitkan buku
tentang persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta, dan pembukaan program
studi pada perguruan tinggi, sebagaimana diperintahkan oleh Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016
Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Proses administrasi pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi pada
perguruan tinggi yang telah dilakukan secara digital atau online sejak Januari 2015 masih tetap
dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku ‘Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Pembukaan
Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 3 Tahun 2018’ dimaksudkan untuk memandu para
pihak yang akan mengusulkan pendirian dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi sesuai
Peraturan Menristekdikti di atas.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan
penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2018
Direktur Pengembangan Kelembagaan

Perguruan Tinggi

Ttd

Ridwan Anzib
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Bab |

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
(UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi dan
pembukaan program studi.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan
program studi, diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah
memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kurun
waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut (khususnya izin
program studi), perguruan tinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi akan diterbitkan Menristekdikti apabila
proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi
sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT. Demikian pula, izin pembukaan program studi akan
diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat
minimum akreditasi program studi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM) dari program studi tersebut, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari program
studi yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian
perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau LAM terkait akan
menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari
perguruan tinggi yang akan didirikan dan/atau program studi yang akan dibuka.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi
dan Perguruan Tinggi, akreditasi minimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak izin diterbitkan.

Adapun pengaturan pendirian perguruan tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4)
UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

a. Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan
hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

b. Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

Sedangkan pengaturan penyelenggaraan program studi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3)
dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

a. Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan
minimum akreditasi.

b. Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyeleng-
garaan.



2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi

Sebelum UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan
program studi didasarkan pada standar yang diatur dalam Kepmendiknas No. 234/U/2000
Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan
program studi didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana
diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

a. Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas
menyusun dan mengembangkan SN Dikti;

b. Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan,
ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menurut Pasal 3 ayat (5) huruf a Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi, apabila perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka
perguruan tinggi atau program studi tersebut memperoleh status terakreditasi dengan peringkat
terakreditasi ‘Baik’. Sedangkan kriteria memenuhi standar minimum akreditasi atau memenubhi
persyaratan minimum akreditasi ditetapkan berdasarkan SN Dikti oleh LAM atau BAN-PT
sesuai kewenangan masing-masing, dan dituangkan dalam instrumen akreditasi pembukaan
program studi dan instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi.

3. Pendirian dan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Secara garis besar, pendirian PTS termasuk pembukaan program studi di dalamnya diusulkan
oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (selanjutnya disebut Badan
Penyelenggara)! kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pendirian PTS yang memuat
pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Sedangkan pembukaan
program studi di PTN atau PTS (selanjutnya disebut perguruan tinggi) yang sudah berdiri
diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan mengajukan
usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang juga
diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari
PTS yang akan didirikan, atau pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi yang akan
dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS
dan pembukaan program studi akan dilakukan oleh Evaluator Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti
menggunakan instrumen yang disusun bersama dengan BAN-PT atau LAM, sedangkan validasi
kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS dan pembukaan
program studi akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM jika telah terdapat LAM untuk program studi
terkait.

Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum
akreditasi untuk pembukaan program studi, dan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian
PTS telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pendirian PTS tersebut.

Baik prosedur pendirian PTS maupun pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang telah
ada, dilakukan secara digital atau online.

! Badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah subyek hukum berbentuk vyayasan,
persyarikatan, perkumpulan, atau bentuk badan hukum lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bab Il

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
1. Pengertian

Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara adalah pembentukan PTS baru yang dapat
berbentuk:

a. Universitas, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik,
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai
rumpun llmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:

a) Program Sarjana;

b) Program Magister;

c) Program Doktor;

d) Program Diploma Tiga;

e) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

f) Program Magister Terapan;

g) Program Doktor Terapan; dan/atau

h) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang
mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau
rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik,
kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi
dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun
ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga,
jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman,
militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

b. Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan
dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun
IlImu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

1) Program Sarjana;

2) Program Magister;

3) Program Doktor;

4) Program Diploma Tiga;

5) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

6) Program Magister Terapan;

7) Program Doktor Terapan; dan/atau

8) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) program studi pada Program Sarjana;

c. Sekolah Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik,
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu)
rumpun lImu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

a) Program Sarjana;

b) Program Magister;

c) Program Doktor;

d) Program Diploma Tiga;

e) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
f) Program Magister Terapan;

g) Program Doktor Terapan; dan/atau

h) Program Profesi.

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;



d. Politeknik, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun lImu Pengetahuan dan
Teknologi, melalui:

a) Program Diploma Satu;

b) Program Diploma Dua;

c) Program Diploma Tiga;

d) Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;

e) Program Magister Terapan;

f) Program Doktor Terapan; dan/atau

g) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga
dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

e. Akademi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1
(satu) atau beberapa cabang IiImu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
a) Program Diploma Satu;
b) Program Diploma Dua;
c) Program Diploma Tiga; dan/atau
d) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
e) yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga.

2. Persyaratan

Persyaratan terdiri atas:
a. Badan Penyelenggara telah memenubhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:

a) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya
(jika pernah dilakukan perubahan);

b) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan
Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk
Yayasan;

b. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar
nasional pendidikan tinggi;

c. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:

a) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen
dari jumlah Program Sarjana.

b) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen
dari jumlah Program Sarjana.

c) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh)
persen dari jumlah Program Sarjana.

d) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak
menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program
Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat
Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;

d. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, maka
badan penyelenggara pengusul Program Studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia
usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama
tersebut antara lain:

1) pemanfaatan tenaga ahli;
2) pemanfaatan fasilitas dan laboratorium; dan/atau
3) tempat magang dari dunia usaha dan/atau dunia industri;



e. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan
tinggi;
f. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi pada

Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan, dengan kualifikasi:

1) paling rendah berijazah:
a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan
b) magister atau yang setara untuk program sarjana;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi
yang akan dibuka;
2) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen
pada PTS yang akan didirikan;
3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
7) bukan Aparatur Sipil Negara;

g. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap
program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk
melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:

1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

h. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:

1) penyusun kebijakan;

2) pelaksana akademik;

3) pengawas dan penjaminan mutu;

4) penunjang akademik atau sumber belajar; dan
5) pelaksana administrasi atau tata usaha.

i. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki
luas paling sedikit:

1) 10.000 (sepuluh ribu) m? untuk Universitas;

2) 8.000 (delapan ribu) m? untuk Institut;

3) 5.000 (lima ribu) m? untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;

dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan
Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai.

j- Telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:

1) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m? per mahasiswa;

2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m? per orang;

3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m? per orang;

4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m? termasuk ruang baca yang harus
dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;

5) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai
kebutuhan setiap Program Studi;

6) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang
keilmuan pada program studi;

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



Peringatan
Persyaratan huruf a dan huruf f merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila kedua
persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi tetapi tidak akan diproses
lebih lanjut.

Pengecualian:

1.

2.

Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas tidak
dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan;

Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud dalam
huruf i dan huruf j di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat
menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian
sewa-menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:

a) luas lahan sebagaimana dicantumkan pada huruf i di atas;

b) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;

¢) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh
pemegang hak atas lahan;

d) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

3. Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dibuat
dengan format pdf yang harus diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

a.

Surat permohonan pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dan dialamatkan
kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara sesuai jenis usul, beserta semua perubahan Akta

Notaris Pendirian yang pernah dilakukan.;

. Asli Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara

sebagai badan hukum atau fotocopy yang dilegalisir;

. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara, atau perjanjian

sewa menyewa lahan dengan hak opsi dan melampirkan sertifikat lahan, sesuai jenis usul;

. Studi kelayakan serta Lampiran, yang disusun oleh Badan Penyelenggara;

Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT, yang sudah diisi oleh Badan
Penyelenggara;

. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh

Badan Penyelenggara (satu Instrumen untuk setiap program studi);

. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;

Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;

Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS, dalam hal L2 Dlkti
belum terbentuk maka rekomendasi dikeluarkan oleh Kopertis;

. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait, (bila disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan); dan

Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia
industri sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf d, untuk setiap program studi jenis
pendidikan vokasi yang diusulkan.



Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf |
dapat dilihat dalam Lampiran.

Perhatian:

Badan Penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat
dalam semua Dokumen di atas. Badan Penyelenggara yang memberikan data dan informasi yang
tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Prosedur

Prosedur pendirian PTS terdiri atas :
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi L2 Dikti. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk,
tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a) rekam jejak Badan Penyelenggara PTS;

b) tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;

c) tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

d) kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a,
b, cdane;

e) kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;

f) keabsahan sertifikat status lahan calon kampus sebagaimana dimaksud pada angka 3
huruf e;

b. Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun dokumen usul pendirian PTS
sebagaimana dimaksud dalam angka 3.;

c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk
melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen usul pendirian PTS secara digital;

d. Bagi usul Pendirian pada periode sebelumnya yang jumlah program studi dengan status
Disetujui namun belum memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang
diusulkan, maka usul Pendirian PTS tersebut dinyatakan Belum Disetujui, dan Instrumen
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tersebut tidak dinilai. Jika masih berminat, program
studi yang belum disetujui dapat diusulkan kembali pada periode pengusulan berikutnya
sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;

e. Bagi usul Pendirian PTS yang jumlah usul program studi dengan status telah Disetujui
memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan
melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;

f. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk presentasi dan evaluasi lapangan
usul pendirian PTS pada waktu yang diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan
IPTEK dan Dikti;

Presentasi usul pendirian PTS dilakukan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak
dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim
Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

= Pembukaan oleh Tim Evaluator;

= Presentasi ringkasan Studi Kelayakan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara
disajikan dalam bentuk slide presentasi;

= Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator;

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil
dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak



dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai

berikut:

= Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;
= Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul
dengan fakta di lapangan;

. Setelah presentasi dan visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang

izin pendirian PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pendirian PTS dari

Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian PTS
setelah memenuhi akreditasi minimum kepada Menteri;

Menteri menetapkan izin pendirian PTS, yang akan diberitahukan kepada pengusul

secara online.

j. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS tersebut baru dapat

menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pengusul yang belum berhasil memenuhi persyaratan pendirian PTS, dapat mengajukan
kembali usul tersebut pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan
ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud.

5. Jadwal
No Waktu Kegiatan
1 |Juli Penerimaan dokumen usul pendirian PTS secara digital
2 | Agustus Evaluasi dan verifikasi dokumen usul pendirian PTS secara
digital
3 | September a. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen
usul pendirian PTS
b. Penetapan Akreditasi minimal dan penerbitan izin
pendirian PTS bagi usul yang direkomendasi

3k 3%k 3k 3k 3k ok %k %k



Bab Il
Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

1. Pengertian
Pembukaan program studi pada perguruan tinggi (PTN atau PTS) dapat terdiri atas:

a. Pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi;
b. Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan
tinggi yang telah berdiri;

2. Persyaratan
Persyaratan terdiri atas:

a. Telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Depdikbud,
Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti (khusus bagi PTS);

b. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:

1. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika
pernah dilakukan perubahan);

2. memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara
sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;

C. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

d.Rencana pembukaan program studi telah dicantumkan dalam rencana strategis
perguruan tinggi yang bersangkutan;

€. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:

a) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari
jumlah Program Sarjana.

b) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari
jumlah Program Sarjana.

c) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen
dari jumlah Program Sarjana.

d) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak
menyelenggarakan program studi yang sama dengan program studi pada Program
Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas,
Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada.

f. Dalam hal program studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, perguruan tinggi
penyelenggara calon program studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha
dan/atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup
kerjasama tersebut antara lain meliputi:

1. pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri;

2. penggunaan fasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri;
dan/atau

3. pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang mahasiswa;

g. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;



h. Dosen:
1. paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi dengan kualifikasi:

a) paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program
Diploma;

b) paling rendah berijazah magister atau yang setara untuk Program Sarjana;

c) berijazah doktor atau yang setara untuk Program Magister dan Program Doktor;

d) berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk Program Magister Terapan dan
Program Doktor Terapan;

e) paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki
pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat
izin praktek profesi atau spesialis untuk Program Profesi;

f) berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek
spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis
untuk Program Spesialis;

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang

akan dibuka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 berusia:

a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh
lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi program studi yang akan
dibuka pada PTN;

b) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi
program studi yang akan dibuka pada PTS;

3. 2 (dua) dosen pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan harus memiliki jabatan
akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program
studi, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menulis 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional
bereputasi;

4. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat
puluh) jam per minggu;
5. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1:

a) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
b) telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program
Studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka program studi dengan tetap
mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
6. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1:

a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun
ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan
(bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan
komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan
pekerja sosial); dan

b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu
alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan
perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

7. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;

8. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan Aparatur Sipil Negara bagi program studi
yang akan dibuka pada PTS;

9. dosen untuk pembukaan program studi Kebidanan (kombinasi program sarjana terapan dan
program profesi), dan program studi Keperawatan (kombinasi program sarjana dan program



profesi) paling sedikit berjumlah 12 (dua belas) orang.

tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu)
program studi, dengan kualifikasi:

1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

. Program studi dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerja

sebagai berikut:

1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

. Dalam hal pembukaan program studi sebagai penambahan program studi pada

perguruan tinggi yang sudah berdiri, berlaku persyaratan:

a) Program studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat
diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program
Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi
paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

b) Program studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan
setelah program studi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah
terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c) Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program
Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program
studi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan
telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d) Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau
Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program studi yang relevan
pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat
terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

e) Program Profesi dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana
atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat
terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

f) Program Pendidikan Dokter Spesialis dapat diusulkan setelah Program Studi pada program
profesi dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik
Sekali atau program pendidikan dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi A.

g) Program studi dokter program spesialis dan program studi dokter gigi program spesialis
dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan KKI.

Peringatan

Persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf h merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila
ketiga persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi, tetapi tidak akan
diproses lebih lanjut.



2.1.

3.

Persyaratan Untuk Setiap Jenis Usul

) Persyaratan
Jenis Usul

a | b|c|d|e || g|h | i]|j |k

Pembukaan program
studi bersamaan dengan
pendirian perguruan

tinggi

Pembukaan program
studi sebagai
penambahan jumlah
program studi pada
perguruan tinggi yang
telah berdiri

atatan:* untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.
C * k seti dijeni didik kasi diusulk
Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

Dokumen

3.1. Jenis Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas
dipersiapkan dan dibuat dengan format pdf vyang harus diunggah ke Ilaman

silemkerma.ristekdikti.go.id.

Penyiapan, pembuatan, dan pengisian dokumen yang dimaksud dilakukan oleh:
a. Badan Penyelenggara jika pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian PTS;

b. Pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) jika pembukaan program studi

sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

a. Surat permohonan pembukaan program studi yang disusun oleh:

a) Badan Penyelenggara apabila pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian
perguruan tinggi.

b) Pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan
program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang
telah berdiri, atau

dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

. Surat persetujuan pembukaan prodi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS). Badan

Penyelenggara yang memberikan persetujuan harus sama persis dengan Badan
Penyelenggara pada Izin Pendirian PTS, kecuali dalam hal pembukaan program studi yang
bersamaan dengan pendirian PTS;

. Surat pertimbangan pembukaan prodi dari Senat Perguruan Tinggi, kecuali dalam hal

pembukaan program studi yang bersamaan dengan pendirian PTS;

. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan Akta Notaris

Pendirian yang pernah dilakukan (khusus PTS).;

. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara

sebagai badan hukum sesuai jenis usul (khusus PTS);

. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS

dan Izin pembukaan setiap program studi (khusus PTS);



g. Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang mencantumkan rencana penambahan program
studi yang diusulkan;

h. Instrumen akreditasi program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen akreditasi
untuk setiap program studi yang akan dibuka) yang sudah diisi oleh pemimpin perguruan
tinggi atau Badan Penyelenggara sesuai jenis usul beserta seluruh lampirannya;

i. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis apabila L2 Dikti
belum terbentuk di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka program studi sesuai
jenis usul;

j. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait sesuai jenis usul
(bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan). khusus untuk Program studi dokter
program spesialis/dokter gigi program spesialis dapat diusulkan setelah mendapatkan
rekomendasi dari kolegium dan KKI ; dan

k. Perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau dunia industri
sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf f, untuk setiap program studi jenis
pendidikan vokasi yang diusulkan.

Format beberapa dokumen pembukaan prodi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan k dapat dilihat dalam Lampiran.

3.2. Dokumen Untuk Setiap Jenis Usul

Dokumen
a b c d e f g h i j k *

Jenis Usul

Pembukaan
prodi bersama
pendirian PT
Pembukaan
prodi sebagai
penambahan
jumlah prodi
pada PT yang
telah berdiri
Catatan: 1) * Untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

2) Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

4. Prosedur
Prosedur pembukaan program studi sebagai berikut :

a. Pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan pendirian
PTS) meminta rekomendasi L2 Dikti sesuai jenis usul. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk,
tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan:

a) rekam jejak perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan
pendirian PTS);

b) tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;

c) tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah;

d) kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) sebagaimana
dimaksud pada poin 3.1 hurufa, b, c,d, e, f, g dan j;

e) kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik minimal 6 (enam) calon dosen;

b. Pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun
dokumen usul pembukaan prodi sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2., sebagai berikut:



a) Pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan program
studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah
berdiri, atau

b) Badan Penyelenggara apabila pembukaan prodi bersamaan dengan pendirian PTS

c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk
melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen usul pembukaan prodi secara digital;

d. Bagi usul program studi yang disetujui, tim evaluator dapat memberikan rekomendasi
untuk evaluasilapangan apabila diperlukan pada waktu yang diberitahukan secara online
oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

e. Jika dilakukan evaluasi lapangan ke kampus utama perguruan tinggi atau calon kampus PTS:
a) Evaluasi lapangan dilakukan oleh tim evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti

setempat, dan diterima oleh pemimpin perguruan tinggi atau Ketua Pengurus Badan

Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan), dengan susunan acara sebagai berikut:

(a)Pembukaan dan presentasi oleh pemimpin perguruan tinggi atau Ketua Pengurus
Badan Penyelenggara sesuai jenis usul;

(b)Pencocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul
dengan fakta di lapangan;

b) Setelah evaluasi lapangan, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi pembukaan
program studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluator, Direktur
Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti melakukan validasi pemenuhan akreditasi
minimum bersama BAN-PT atau LAM;

g. Setelah memenuhi akreditasi minimum, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti
mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi kepada Menteri;

h. Menteri menetapkan izin pembukaan program studi. Setelah penetapan Menteri, PT
tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi pada program studi yang
diizinkan.

Bagi usul program studi yang belum disetujui, jika masih berminat, pengusul dapat mengusulkan
kembali pada periode berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada
periode dimaksud;

5. Jadwal
No Waktu Kegiatan
1 | Juli Penerimaan dokumen usul pembukaan prodi secara digital
2 | Agustus Evaluasi dan verifikasi dokumen usul pembukaan prodi secara digital
3 | September a. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen pembukaan

prodi secara digital
b. Penetapan Akreditasi minimal bersama BAN-PT/LAM-PTKes
dan penerbitan Surat Keputusan Menristekdikti

3k 3k 3k %k %k %k %k k



Bab IV

Instrumen Akreditasi

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan
program studi pada perguruan tinggi terdiri dari:

1. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT

2. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen untuk
setiap program studi yang akan dibuka)

Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada
laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen/berkas lampiran yang disyaratkan di masing-masing halaman terakhir instrumen
akreditasi diunggah terpisah pada fitur Step Unggah Berkas yang merupakan bagian dalam proses
registrasi usulan di laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

3k 3k 3k ok %k 3k %k %k



Lampiran

Lampiran 2a: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul (pendirian PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain

Skolahan Notobotosongo Tibolimo
Alamat: JI. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
Telepon: 020 — 302020 Fax: 020 — 393098 — Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2017
Hal SUSUl e,
Lampiran U (ORI ) dokumen.

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
JI. Pintu | Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankan kami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba
[@IN e mengusulkan ..., (diisi sesusai jenis usul), dengan
pembukaan program studi sebagai berikut:

O o oY= =T T U Lo LS
B o fo Y = =T ' ] U o LSS
O o = =T 10 1] U o LRSS
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan ..... (corerrereereererenes ) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, .... Januari 2017.
Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty
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WILAYAH KERIA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUSLIX INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Th, 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL JENGKELIN 53
GUNUNG HALU - KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 - 2889959

SALINAN
AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAX
NOMOR 01
TANGGAL :12 Desember 2012

- Nyonya MUSAROH, lafir < Saiubur, pad tanggal 15-06-1952
{Ema belas Juri seribu sembian ratus fima puluh dua), Dagang,
Warga Negarz - tinggal &

Rukun Tetangga Nemor: 07, Rukun Warga Nemer : 07,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; -

2. Tuan H.ROSIDI, lahir ¢i Katupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968

(delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puiuh déiapan),

Wiraswasta, Warga Negara i tinggal di K.
Bungur, Ketanggor, /Desa Ketanggor, Rukun
Tetangga Nomor : 06, Rukun Wanga Nomor 2 06, ~——rser—sesmeermeee

Pemegang Kartu Tandz Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3329161808680003; wrrrwrrwmsrrermrsssremsesmesemerees
. Tuan ROZAKI, iahir ¢ Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 {dua
puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh pulth emam),

Wiraswasta, Warga Negara i pat Snggal di
Turi, quNga /Desa Agungan, Rukun Tetangga
Nomor : 05, Rukun Warga Nemor : 09; ~—-—rerrrersssermreres s eees

. H.YUSUF, l2hir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945
(dua belas Juli seribu sembiian ratus empat puich lima), Wiraswasta,
Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mbrebes Lor,

Lampiran 2b: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN “ALAMAK”
NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ritu

dua belas);
Puiul 14.00 WIB (empat belas Waitu ia Sarat);
Berhadapen dengan szya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister

Notaris ¢i dengan Wizyah Jabatan
Propinsi Jawa Barat, dinadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akl2 ini: ~—e—ereeees
1. Tuan Sutisna, '2hir i Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas
Nopember seriou sembian ratus enam puluh enam), Wiraswastz,
Warga Negara 2 tinggal di Bredes,
Kecamatan Ketanggungan, Keirahan/Desa Dukuhatas, Ruiwn
Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; --ssermrrrrmrmermes

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 322817131 1660002; ~—rrrrrmrresmsmereseme e
Menurut keterangannya dalam hat ini Bertindaik: —esweeesremremremsees

2. Untuk difi sendiri;

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena fu sah mewakill untuk dan atas

nama:

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rusun
Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; «-—reeremmsesseems
Pemegang kartu Tanda Penduduk Nemor : §582/12499(77777; ——
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ——re—rerrrreerrerres
Parz i i tersetut @i atas, dengan ini

menerangkan terlebih dahults Sebagai DErI; —rwwrrrrrrreereeeer e —
- batwa guna meni 7 rakyat dan
kehidupan bangsa tentama daiam bidang pendidikan serta
mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka periu dibentuk

suaty wadah untuk

Yayasan.
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanys tersebut
tunai sebesar Ro 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang
diperuntuikian sebagai kekayaan awal Yayasan; -
Sehubungan dari segala 2pa yang Guraikan di atas, maka para penghadap
dengan ini gkan teiah Gan telah

sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar
sebagai berikut:
ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----=======mm==s




Lampiran 2c: Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INIW "
DIRFK TORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Gs ek
KEDUTUSAN MENTER] 1L UM DAN HAK ASASEMANUSIA REFUBLIK INDONESTA
NOMOR - AHU 4429 AH 0104 Tahun 2010

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang - Bahwa setelsli ditabulan ponclition torhadey Ak Pendiriam Yaywsn yang di
cunpaikes hopadn Kemeoterinn Huksm Dun Hak Asal Manusia, akis sescbat tolok
bl syarl sebuprimane date dalan peatumn perusdang undrngan, schingga

dageat Siatikan,

Mer et | Undang-ondong Nomor 16 Tahun 2001 Wt Yaywin (Lombana Negaa
Repoblik todovesas Talum 2001 Noence (12, Tam Lembaran Negars
Republik b Nomor 4132) s Usabang-ssatung Republik (ndonesis

Tahun 2004 scotang Recubehan aias Veding-sesdong Nomor 16 Tabun
san {Lombaran Negarn Repablik lndosesin Tahun 2004 Nowioe
Yambahan | crataran Negars Republik Indoncaia Nomoe $830)

7. Peratan Pemerinlh Republik Indodesia Nomar 63 Tobae 2008 et
Pelakainnan Usdang undnng tewiang Yigssn (Lembiran Negen Repobiik
Tadkwosin Tahun 2068 Nomar 138, Tumbshian Lembamn Negarn Republik
tedoecsin Nowor 4894

MEMUTUSKAN
Menetaphea

PERTAMA Memberikan Pengesahan Alts Pendirian
YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NEWP - 03.068,371.8216.000
1atan umbeen) Syudivamn Nowmor 420, [ukun Tetaaggs 008, Kukus
clurshem Woeoeejo. Keesmatun Morpigan Dama, Kota Pekanbaru,
Akt Nomor 16 tamgual 21 Juli 2010 yany dibunt oleh Notars Tt
SH bevkodudotien di Kot Pekanbans
KEDUA Keputusan ini mudat berbukn sezak gl dichriphii Ay
Wermbalhar g
5 Divaspa i dokang Pavantary, 8 8 UEL 700

Pt tanggal 25 Okiober 2010 T S

AIDIR Al
AL

v,%

o
§ PAUD, SHMH
983101 001

Contoh Berita Negara Tentang
Pengesahan Yayasan

YAYASAN

Ita - Negara R.1. Tanggal 11/S - 2007 No. 38.

dalam Berita- -Negara R.l. sesual dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

Jakarta, 27 Desember 2006

Kepada Yth.

Notaris Hajl Mubammad Irnawan
Daren, SH, MM

Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolall

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran :
Perlhal : Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XI1/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utome, berkeduc Jkan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolall, Kabupaten
Boyolall, Propinsl Jawa Tengah, sesuai Akta Nomer 06 tanggal 20
Oktober 2006, yang dibust oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian
dengan Pasa! 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan,

Demikian untuk diketahul

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRAST HUKUM UMUM

DR, SYAMSUDIN MARAN SINAGA SH.MH
NIP, 040039881

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 1

HUKUM DAN HAX
NOMOR AHU-03304.50.10.2014 |
TENTANG |
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM |
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG |
MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INGONESIA

Menemiang <@ Bahwa erdesarkan Permohon an Notais TUSMARNL $H sesusr Akta Nomer.0)
Targgal 01 {ull 2014 tentang Fongesahan Badan Hukim Yarasan AS-SINKAR
PADANG tangaal 02 |uli 2018 dengan Nomor Pendaltaran SO14020233 100069
(el suseal denpan Dersyaralan Perpesatian Bidon Hukum Yayasex

b Balwa bardasanen pammEGGIN (EhIJAINING SMAksud daam huct 3, pets
menerapkan keputusan Menteri Fotum dan Hak Asasi Maausia tantang
Pengesahan Badan Hukim Yayasan ASSURNAN PAGANG:

MEMUTUSKAN:

KESATY st 1Kan penigrsahian bidan hukm:
TAYASAN AS-SUNNAN PADANG |
1 KOTA PADANG. A3ty Nemar 01 Earggal 0 juh 2014
Yang Gibuat olch Notarks YUSMARNS, SH berkedudukan o KOTA PADANG.
KEDUA Feputusan i Teriicy ek tanggal atetngian.

Oitetapken dl fabarts, Tenggsl 02 jub 2018,

e MENTER) HUKUN (AN HaX ASASIMANISIA
REPUBLIK NOONESIA |
DIREKTUR FENOERAL ADMINISTRASI HIIRUN UNUM,

e
DR, AIDIR AMIN DAUD, DF M.
| NIP. 19581120 158810 1 001
DICETAK PADA TANGGAL 02 ik 2034
DAFTAR YAYASAN NOMOR AMU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 jul 2014

s
|
|

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 2

RPN

N

R

[ ASAS| MANUSIA
NOMOR ANU-03304.50.10.2014
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Ap. 60.090 000
2. Pendint Yayasan

FIRDAUS 1371042009720002

JONES VENDRA 1471031406750021

AHWAD DAMIEL LC 3201280202810005

MUMAMMAD ARIEF. AK 1371031104820005

BIVO MARTIUS 13710830068300)3

MAHMAT ICA SYAHRIAL. SARUANA HUKUM ISLAM 1371030507830001
PUTRA

YOG! SAFENLY 137104110579000%
MUHAMMAD SUBHAN H 1371001607750006
FACHRY INDRA 1371040603790006
NOVIZARDE 1371040603700006

3. Susunan Organ Yeyasan

1372042925720002 PEMBINA
1472031406750021 PEMBINA

3201780702810005 PEMBINA
1371031 104520005 PEMBINA
1 3 PEMBINA

137103050753000) FENGURUS  KETUA L
a5 PENGURS NDAHA
1371041105790003 PENGURUS  SEKRETARES

1 PENGAWAS  KETUA
1371040603790006 PENGAWAS  ANGGOTA
137102007640003 PENGAWAS  ANGGOTA




Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRAS|I HUKUM UMUM
JI. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 — Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

P & 3 Kepada Yth.
Nomor + CHT.01.05-569 Notaris Haji Muhammad Irnawar:

Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Lampiran § e

Perihal . Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober
2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal
71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima
dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

u iuf S8 lmm’w&z’{"\??’n:./uv.u DARORI, 8.H.MM
ris Kabupwien Boyoluli
NIP. 040039881

bd



Lampiran 2d : Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara

e

i AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

SERTIPIKAT

HAK : ' Pakai

: : PROPINSI
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E KECAMATAN i o T R e
B

DAFTAR ISIAN 307

No. ... \SUU.S.. .. 120044..
DAFTAR ISIAN 208

No. s 7 ............

il  KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOFAMADYA

Jember
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Lampiran 2e: Studi Kelayakan Sesuai Jenis Usul (pendirian PTS)

Bab |

Bab I

Bab I

Bab llI

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VI

Bab Viii

Bab IX

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (Jika Ada)

Pendahuluan

Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan

Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS

Penyelenggaraan, Organisasi, Dan Lembaga Penunjang Kegiatan PTS
Bidang limu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran

Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap Program Studi

Prasarana Dan Sarana PTS

Sumber Dana Dan Pembiayaan Selama Lima Tahun PTS

Kesimpulan

Lampiran 1: Prasarana dan Sarana yang disediakan

Lampiran 2: Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)

Lampiran 3: Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan
Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus

Lampiran 4: Proyeksi Arus Kas
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‘Status keterseckaan

Status
lerils Bangunan wm w | L Jurslah | 5 | Lua pat | Yersedia
permakal | khuss

i
E

|

diperkenanikin ditambah)/dikurangi .
™ iisi dengan : Milik Sendliri, Sews, Pirjam
o i

" eri tanda ¥ pada kolom yang sesual
' blisi dengan iMB

Lawgrar 3 Bagar Penprlenggars laavk
Pengrmengan Kemay

Laneran A Pagrveikss Arus
Prayeh i Arus Cas aTalan togandan S| Kada . e g@an dan senn
TOOERNS yRNg A0t DAt 5001 Kedayabin. Praveicsl Arus K Rares M in Mencn minkan batwa

1 Radan

VgD Ik erfad vesfean & w 491290 P75 01 b
hrar yarg berakibat wity porddhan gyl Sesrsantar, 4lau Darkan samg e pertupen T
et

2

Dckoumean Propeky Ares Kas tordiy) dari;
S0 Propehn Az Kay - D6r I SONETIvasT Jen penge uanen
2 Propeksi Az Kas - per unit (prod Jan pesat)

X &

). Propisi A we e pod

A Nincan Ferr nongan Proyersl Anus Kas = Prosi

005 B - e € Proyessl Arus Ko per jens @

hdr A s Propebat Ao Siat ~ Pradh dirs Potat Mo Iettamisah dan
Akcrang] dergan baraktenst manng-meiing jetgeraen tngg
Narma Parguraan Togg
Iroyehal Aruy £aa - Rar s eneranash den pengelourar
Pevioge 20x] - 2005
NN N IDSE D& 50 Gm ey

il

Fargs e Ka

A
rigangan pergarnbisger bi

Asgwnl repESE rananRn. H'““ﬁ;ﬂ“.

Jad___
L1l

;hl'ﬂnhmmlmwl

™ LiEE )
i W | b faas | Wisyy |
L L e, .1




1 Pu e | o |l | sl | ettt

il
HH el el oot | ol | e | ottt | effettet

HH ol el aellf [ bl | fflf [ felllf |ttt
HH ol Jolosl (etotel | Lot | ] | et | oftatetotel

wrm‘mmu_--mu

Statasttans

Mm‘-

LS T S

il

|




Narrs Pargaruan Tirgg
Hamatan Prowekil Arus i o X {las s tan)
Peeinse 20K1 = 303

= :il:
— =

N ferpituen gl
Traywhis Arus £as « Posat
Periode J0X1 - 2005

Ll

“ o st Tioeg nat Frayeksl Ara Kan
1 o LI
BURAR STl DR MR IWe.
- xaroria P PRIBRGY: "
soton denats dets aads Sod K 4ydugd Tl i

w:m?uuuw%w&fmmﬁvumhqmm
i pricoikash bbb :

& axl Bt dapet dafuiL s A deftide

b araphan membinian v, - e
Fropeksl s e dar viul dan e el

L R A

ks e e e e P A A O
W g L L
oo, 645 lenags separdigian $40MYD Bapkan sately

Y8 280 V) dar penarae g ity (4 <1 i 310543, e, rog 2} i

Y

bt
Dose ol A o LA S e
% Sin, Tarit SPP juga dapa! . § vk
o : A . e
e ) roun g
v " tap <imma.
& y . o
Fee prodl & o
S P e o ol e
q ) pag
» 27y o
' X hog
% | €90 THNRNEAN 0554 e nghan THE dan
e P . Sehair au,
3 o o
v A4 S~ it g @ )
PRI AT aer Eady i
& . P39 ; "
P " wa
9ukang dergan 2ol N0 430 shesttias] Danpuran, I "
s vala dar
" pevalntan dn
Seraitan
PIE-arerpts Prosron iR eain AR
S q Sis r bt At hodhot Bkt ot
virg
; Gon lwlak "




Lampiran 2f : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

1.

Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3
tahun terakhir (2013, 2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada
tahun 2013, 2 tahun terakhir (2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun
2014, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2015.

Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun
2016 pada saat presentasi dan visitasi

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45
revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Berdasarkan PSAK tersebut, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:
a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan Aktivitas
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak
lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam | (satu) tahun buku;
atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik.



Lampiran 2g : Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Bukti Kepemilikan Dana

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan dana dalam
jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan
perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.

Bukti kepemilikan dana dapat berupa fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito,
dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara. Bukti kepemilikan dana bukan
berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi
bank.

2. Jika dalam pengusulan pendirian perguruan tinggi ini Badan Penyelenggara memperoleh hibah,
maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy Akta Hibah atas dana
tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.



Lampiran 3al: Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan
Tinggi Negeri

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi Negeri XYZ
Alamat: JI. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia
Telepon: 020 — 301010 Fax: 020 — 303035 — Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor :7/PT../../20..

Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada
Perguruan Tinggi

Lampiran : 7 (tujuh) Dokumen

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
JI. Pintu | Senayan

Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan  kami, Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik

............................ mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Politeknik
..................... , dengan program studi sebagai berikut:

O o oY= =T o g ) U [PPSR

B o ==Y 0 [0 AU o | USSR

T o oY= - 4 T Lo LSRR

4. dst.

Bersama ini kami sampaikan ..... (OO ) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:
USSR
OO RPSRPPRUPPRPR
7SR
O PO PPPPPPTPPPPRTPRN

L T OSSP PR OTUPPPPPPPPN

B ttterteerteee et e e e e ere e e e e e e e —e et eeteaate teeteartete e tearee et e teah e e teent e ne e teen s e reente et enneente e reentenres

7. dst.



mailto:pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Lampiran 3a2 : Surat Permohonan Pembukaan Prodi Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain.......

Universitas Notobotosongo Tibolimo
Alamat: JI. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
Telepon: 020 — 302020 Fax: 020 — 393098 — Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/20.....
Hal sUsul o,
Lampiran U (S ) dokumen

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
JI. Pintu | Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

O o oY== 0 Y o U Lo | TSP
D S oY= { = Y0 o T (Lo [ SRR
3. Program StUI .....eei it st e et a e satae e eraeeennes
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan ..... (corereererreeerene ) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangiero, ............... 20...
Rektor/Direktur/Ketua,

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Direktur/Ketua Universitas/Institut/Politeknik/
Akademi/Sekolah Tinggi ....cccoooveevvecivennnnns mengusulkan pembukaan Program Studi pada
Universitas/ Institut/ Politeknik/ Akademi/ Sekolah TiNggi ....covvevvveeiveeciecieecrieeie e, (diisi sesusai

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty



mailto:skola@yayasan.com

Lampiran 3b : Surat Persetujuan Penambahan Progrm Studi dari Badan
Penyelenggara (khusus PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: JI. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon:
020 — 54378 Fax: 020 — 54987 — Email: ngeli@yayasan.com

Nomor :.IYYS/..120...

Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi
Lampiran

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua/Direktur
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas
/Institut/Sekolah  Tinggi/Politeknik/Akademi  Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini
Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain ........cccccoeevenne. setelah
mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi
pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli dengan
Program Studisebagai berikut:

1. PrOGram STUDT ... bbbt
2. PrOQGIam SEUGT ..voveueiviicieise et sttt s s b e s e ne e e
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi
tersebut kepada pihak yang berwenang.
Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, ......cccoceeevviveeeenne 20...
Ketua,

Prof.Dr.lgun Surigun,SH.,MH



mailto:ngeli@yayasan.com

Lampiran 3c: Surat Pertimbangan Penambahan Prodi dari Senat Perguruan Tinggi

Senat
Perguruan Tinggl XYZ

Alamat: JI. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 — 54453 (hunting) Fax: 020 — 54654 — Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor . ../SU/...120...

Hal . Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang
Penambahan Program Studi

Lampiran

Kepada yang terhormat,
Rektor

Universitas ..........

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas
....... , melalui surat ini Senat Universitas ...... dalam Rapat Pleno tanggal ..........c..c.cc.........
telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan
program studi pada Universitas ......... dengan Program Studi sebagai berikut:

1. PrOgram STUGT ..o.coiviiiiieiiiieieie ettt bbb bbb
2. Program STUAT ......cooiuiiieieec ettt ettt ns
3. PrOQram STUAT .....eeeiiieieiee bbbt
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi
tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, .......cccccccvveeu... 20...
Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
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NOTARIS
WRAYAH KERIA PROPINSI JAWA BARAT

SCMRNTIR HUNUM DAN MAK ASAS NANUSUA REPUBLK INDONESA
NOMOR C-00. he. 00.01-Th. 2005 TEL. 10 Juts 2005

GRYA 'DAMAN
JLENGKEUN 53
GUNUNG HALL — KADUNGORA 13333

TELP. {0223 277777 - 2889955

SALINAN
AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAX
NOMOR o
TANSGAL =12 Dasembar 2012

Lampiran 3d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

Paca fan ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dus deas Desember ded rdu
w2 deas);

Puiad 14.00 WIB {ermpat belas Waktu Indonesia Sarat); ———————

Bernadanen dengar soya, NOSIM SUKOSIM, Sarisna bukum, Magzter

Kerxtaristen, Noters & Kabugeten Xadungore dengan Wiyah Jebaten

Proginsi Jawe Berst, ditacii oieh saksiseics yarg says, Notars kenal don

rama-remanya akan Ssedutian pace bagian it okia W -

1. Yuen Sutisne, lehir & Dalubur, pede tenggel 13-11-1355 (Sge belss
Nopernber seritu sembian ratus emam poluh eram), Wiswasts,
Warga Wegae Indonesia, Serfermpai tinggai ¢ Xabupaten Srebes
Kecamatsn  Ketarggungen, KeursnayDeca  Dukihatas,  Ruias
Tetangga Nomor: 07, Rukun VAnga NOmer: 1) ——essssssssmms s
Pemegerg Xatu Tasds Pesduduk dengen Nomer  Induk

31
Menunit keterangannya delam Fal ini berndeic ~—

& Untuk diri sendirs;

0 Selku s can dan oeh kanena o S mewacl untue can i

Nyoaya MUSAROH, lanir 4i Seiudur, pece tanggal 15-06-1952

{Fma beas Jurt seribu sembian ratus e puiuh dua), Dagang.

Wergs Negare Indoncsia, bertempet tiggel di Kobupaten

Rukun Tetargga Nomor: 07, Rukn Wergs Nomor | 07,

Pemagang Kart Tanca Pendudux Nomer : 2900/939160991; —

2. Tuan H.ROSIDI, ‘ehir & Kabupeten Brebes, pede tanggel 15 051968

{delapon bes Agustis sertu Sombile ratus enam puivh delasan),

Wiergs Negere I . tinggel & Xaby

Bungur, “ocamatan Ketanggor, Keurakan/Desa Ketdngger, Ruian

Tetangga Nomor - 06, Rukun Waoge Nomor : 06, —

Pemegeng Kotz  Tasda Pesduduk  dengan  Nomor  Induk
Kepenoudukan - 3329
3. Tuan ROZAKI, iehir & Kabupeten Turi, pecs tanggel 26-03-1576 (dus

piuh eram Meret sedby semblan ratvs tuuh Duluh eram),
Wrasnasis, Werge Negars : tioggd &

T, g2 jOesa Agungan, Rukun Tetangga
Noror : 05, Rukun Wargs Nemer : 09 —

4. M.YUSUF, Grir di Cabunsten Mrobes Lor, padas tanggal 12.07-1945
{dus beies Juk seridu sombien ratus empt puluh Bre), Weasnests,
Wargs negara Indoresia; bertempat tinggal ¢ Kabusdten Morebes Lor,

Kecameten Ketsrggurgen, KebrohenDess Ketsnggungen, Ruan

Tetarggs Nomor - 06, Rukun Warga Nomor ; 03;

Pemegeng kartu Tande Pencudui Nomor ; 5582/12499/77777; ———
Fara panghacap ot Okeral okh S22, NOLICE, —ereemrmrer e v
few pengt < 2 tersebit & otes, dengas B

B ————
- batwa gui g 5 rkyat dan

kehidupen Dangse tetare  ddam bidang pendidian  seta
mengerbangian potersi-potensi yang 33, M pecu didentuk
suaty wacah untux

- bEtwa wadah temsebut menpdken auatu Sacen sofdl daam bentuk

Yayesan.
- bawa Lotk FencISS tuRan cad 3aggota-ancgotanys tetebut

mereia tefall Merisaiian G Kexayean Merei@ yaitu Demip2 vang

torar cebesy Ro 100.00G.000- (seratus e reph) yReg

GPeruruARan SeUaga Wk awal Yayasen, rrrmrrrm—
Sefuiungan dar Sgal 303 yang Crakan & stum, Mmeks Sans senghasan
dengen i menerangkan lefah bersepeiat dan telah besetuju mepdirikan
sebusk Bacon Hukum yang berdentk YAYASAN dengan anggaran dasar
Sebegei berdul:

wevereenssssesese-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN +-rosvssvevses




Lampiran 3e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan

KEMENTERLAN M
DILFKTORAT JE Nnuul um:msnus: BUKUM UMUM
N
CEPATUS AN MENTERES LLIKUS DAR HAK ASASE MANUSIA RIFUSLIK (ROONESIA
NOMOR - ANL 4452 AIUS134. Tavn 2010

TENTANG

PENGESANAN YAVASAN

NN N NNV N AR

MENTERI HUKTM DMN AKX ASASIMANUSIA REPUBLIC INDUNESIA,

S wtebp Akts Pl
Huhury O I Awnl M

Yayacn g &
akia derached feh
Zargns, hTegs

wadidyg Nowmar 16 Towar J001 Moty Yayssn (Lowdns Negans
2001 Nomée 1KZ Taaahe Lovsbares Mogees
4112) jamimo Unedsagartang Hapolbilx Indsecs
2003 screang Persbuban sties Undieg wednag Nowsr 16 Tavn
2001 sertnag Yawmsan {Levbasn Negs Hepebdih knkosesis Taben J004 Noowr
115, Ve whoiuins L arnbincony Noigas Rt pabdh dadcoweis Norrce 4365

3. Porreres Peaaviesd .«mua tndoocss Nereor 61 Tobvr 2038 tetag
Psleras Ucdogandeny soolang Yoyeses (Lombwows Negwe Repebis
Irowain Tobats 2008 Nowwe 134, Tandahen fembana Negors Membih
fadceain Mo AR

MEMUTUSKAN

Neasbpio
PERTANA Marsboriba Peegisabes Ake Pesfrive

YAYASAN (meA BAK T FUTERA Muu 1M INDONESIA
WP 8) 864371 8275

¥ i Sl Sombars) Sxkrmean Nowxw 430, Rukcwn Totungss 006, Kokue
Swwtvn Werporsin, Koomaning Marpeaws Dusni, Kots Pebastars,
wad duigan Abza Mawor 16 teagyal 21 Teli 2000 yuag didear akh Neewin Tho
Ui, S0 oorhoiunbikan 61 Kot e -

RN Kepatasn ve aedal besbika sk wagpal crmpbian

Dimampnn di Sk wrs
ks meggal 25 Olucber 2019

A MENTEREL HUKIMA DAN HAK ASASE MANIISIA REP |'u‘ [
DIRER | LR INISTRAS) HUK

All)li( AUD, SHows
' l'u KL 1 001

r..,.vl‘

Contoh Berita Negara Tentang
Pengesahan Yayasan

YAYASAN

Tambahzn Benta - Negara . [ Targga 11/5 - 2007 No. 28,
Pengumusman dalam Berita-Negora R.1 - sezuni dengan seteniuon
Pasal 24 ayat (1) Undarc-undang No. 16 Tahun 2002 tentang Yapasan,

Jakerts; 27 Desember 2006

Nomaore C-HT.0L.,08-569 Kepada Y.
notans H2ji Mukammad fraawan

Lampiran
" Derorl, SH, MM
Periba | Yayesan E5tu oMo 2alan Kates Nemor 47 B
Boyolad

Sehubungan cengan surat Saudars Nomnr 33/ROTXNFZ006 tanggal
15 Desember 2005, perihy sebagaimira dimakeud pady pokok surat,
dengan Ird kami Jeritahukan Dahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
€51 Utomo, berkedicoxan o] Desa Hucal, Kecomatar Boyolal, Katupaten
Boyciad, Propirsi Jawa Tengsh, sczuai Ahts Nomor O tengoal 20
Okrober 2006, yang dizuat clen Soudars, dzlm rangka penyzsiaian
dengan Pasa 71 ayat (3) Undseg-undang Momor 28 Tahun 2004
tentang Perubakan atas Undang-untdarg Neenoe 16 Tahun 2001 tentang
Yayasar, telah kaml terima dan kami catat dalam caftar wayasan,

Demikian umu% ciketanul,

DIREXTUR JENDERAL
ADMINISTRAS] BUKUM UM

DR, SYAMSUDIN MANAN SINAGA SM %M
NIP. 040039831

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 1

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan {online) 2

PIAGESAN AN PEADRUAN SADAN MUNIM
VATASAN AS-SURNAN PADANG

DA HaK

Merrtung # Datvws Sendmarian Parmehze sy Netarts YUSMARSL SH wkia: Acte Normer 01
THh Rt 81 M8 234 Tervang Baigeraton St Haasw Tayein A% SUstue
PALNG Takgysd B 1k 2016 Cengan Maor Pardatans LM A0 |
0 i b s B T AT 48 ERD0S bk Yoy
b Bahnd benRQAd femnbanan SeRmanany dreaisad (ki bont 3. ool
R LEGATSI0 NErer MAVT 43 1ok 530 Myvaca Sentarg ||
Pengeshan Saden Hakirs Yapssin A5 SUNKS PADRNG;

MINUTUSKAN:
Monetopen
EESEN MOTLCTEN prsaas batan tenn I
e gan® FOTR PAOAVG cecha | 2rgan 453 Mo 81 tanyml 04 08 2014 ||
YUSM PADANG
2o Napatunen 21 barleby yopas Weg o¥ ixtabar

Do OF BT, Sl 0 A 2004
A0 AR TIN HUKLEE DAY HE R85 MANISE

MUOSER
TARRATUN JEATERAL ACMINS TIAL $12000 Ushss,

B ez B
OR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NP LPSALLI0 AL L 0L

[3CETAC PADA TAMGEAL 02 04 2014
DAFTAK VAVASAN NOMCK ANS-01384.50.56.1016 TANGEAL 02 a3 2614

sspsRsRn e

1 Ky s k. Bip 63 000 K8 X
7. Parcin) Yeyasan 15
L _____wea ok ceasseonr [

FROALS 1371 (ISETING

JOMES VEMDRA S4TL031406T5007)

AVSLAD DASIEL AL

MUMAMMAD ARES . AK uno.mm

B0 MASTILE 337206X08I00 S ,
SAARA LN 1A

YOG SAERLY 15108115 790353
P HAMMAD SAHAN K 3 XTIORLGTIRNG
FACHNT MORA 19IOON 173928
AT 3

L roemA BOaTA

X o . AGCOTA {
L ey MICSIT, RNGELS TS
| el
1 NGRS
.V (3 m_ v {
FAORY INDRA 3100608 MOI0K FEAAMAS ANZCOTA
| NOVIZARRY VT I0OTBNNS AWGGOTA ot

IS:D

T ﬁ




Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRAS| HUKUM UMUM
JI. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 — Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

P a 3 Kepada Yth.
Nomor + CHT.01.09-569 Notaris Haji Muhammad Irnawar:

Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Lampiran £ i

Perihal . Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober
2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal
71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima
dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

-

>
3/
Y-
/ E

g\.u x‘rﬁlt;;w-\"\;%ms DARORI, 8.H.MM
ris Kudupwivn Boyoluli
g NIP. 040039881

bd



Lampiran 3f: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
P, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah ..

Ian L Lo [ 00000
T D Telepen G QCCCCOO0 QOO0O00
. ’ LN W e BN el
Nomor
Lampiran
Peribal : Rexomenrdas Penambahan Program Studi pada PTS
A g -2015

¥th. Direstur Jenceral Kelembagaan IPTEK dan Dieti
Kementerian Riset, Teknologl, dan Perdicican Tirgg!
JI. Pintu 1 Senayan

Jakarta

Memeruhl permintaan Rektor/Cetua/Direktus Universtas/institut/Sekolah Tinggi/Politekri
JAkadem| ... , maka bercasarkar Permenrcistekdikti No. ... Tahun
Tentang

rekam jejak Badan Penyelenggara PTS sesuai jenis usul;

tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;

tingkat ke j@;.am. PTS tersebut jika ;dil.égzl. izin oleh Egﬁ;ékLngab;
legalitas Badan Penyelenggara;

kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calojpn dosen;

dergsn i Tl memberikan/tidak memberikan” rekoTendas senambanar program stug
paca Universitas/institut/Sekolah Tinggi/Politekric/Akademi’, dengan Program Stuc: baru

sebagai berikut:
1. Program Stedl oo
2. Program studh ....cccuecee. - dst,
sebagaimana disjukan pleh Rektor/Ketua/Dirextur Universitas/Iinst2ut/Sekoiah Tingg'/Poii-
texnic/Akadem: ... vang telah didirikan berdasaran SK
Menrdiknas/Mencixbud/ Menristekdikti No, Yanggal i
Atas perhatlan Saudars, tami sampalkan terima kasih.
Kzorcinator,
NiP.
Tembusanr:
Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sexolak Tinggi/Politeknik/ AKIZem ) e ceececeiene

ok yang sesus
L
T
‘10,




Lampiran 3g: Daftar Program Studi Bidang STEM (Science, Technology, Engineering,

and Mathematics)
A. Kelompok Program Studi Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)
Program*
No Nama Program Studi.DaIam Bahasa Nama Program Stuc'|i dalam T
Indonesia bahasalnggris S| M| D
1 | Biokimia Biochemistry % % % lImu Alam
2 IImu atau Sains Bahan MaterialsScience v v [Imu Alam
3 | Kimia Chemistry % % % lImu Alam
4 | KimiaTerapan Applied Chemistry % % IImu Alam
5 | Geofisika Geophysics % % % lImu Alam
6 | Geologi Geology v v v lImu Alam
7 | Hidrogeologi Hydrogeology v % lImu Alam
8 | Hidrologi Hydrology v v lImu Alam
9 | llmu atau Sains Kebumian Earth Sciences v v IImu Alam
10 | Klimatologi Climatology v v v IImu Alam
11 | Meteorologi Meteorology % % v IImu Alam
12 | Oseanografi Oceanography v v v lImu Alam
13 | llmu atau Sains Kelautan Marine Science v v v lImu Alam
14 | Biologi Biology % % v IImu Alam
15 | BiologiPerkembanganHewan Animal Developmental Biology v v lImu Alam
16 | BiologiReproduksi Reproductive Biology v v IImu Alam
17 | BiologiTerapan Applied Biology v v v IImu Alam
18 | BiologiTumbuhan Plant Biology v v lImu Alam
19 | Entomologi Entomology v v v IImu Alam
20 | Entomologi Permukiman UrbanEntomology % % IImu Alam
21 | Mikrobiologi Microbiology v v v [Imu Alam
22 | MikrobiologiMedis Medical Microbiology v v IImu Alam
23 | Primatologi Primatology v v Imu Alam
24 | Biofisika Biophysics v v lImu Alam
25 | Fisika Physics v v v lImu Alam
26 | Fisika Medis Medical Physics v v [Imu Alam
27 | Astronomi Astronomy v v v lImu Alam
)8 :(I?pL:;r’:::aSnains Atmosfer dan ?;cirgrc:zzheric and Planetary v v v mu Alam
29 | llmuKomputeratau Informatika Compute.r Science or v v v IlImu Formal
Informatics
30 | KecerdasanBuatan Artificial Intelligence IImu Formal
31 | RekayasaPerangkat Lunak Software Engineering % % % IlImu Formal
32 | RekayasaSistem Komputer Computer System Engineering Y Y IImu Formal
33 | Sistem dan Teknologilnformasi Information System and v Ilmu Formal
Technology

34 | SistemInformasi Information System % % Ilmu Formal
35 | Teknologi Informasi Information Technology % % Ilmu Formal
36 | Teknologi Bisnis Digital Digital Bussiness Technology v v Ilmu Formal
37 | Informatika Medis Medical Informatics % % IImu Formal
38 | llmu atau Sains Aktuaria ActuarialScience % % IImu Formal
39 | Logika Logic % % IlImu Formal
40 | Matematika Terapan Applied Mathematics v Ilmu Formal
41 | Matematika Mathematics v v IImu Formal




Program*
No Nama Program Studi.DaIam Bahasa Nama Program Stuclli dalam RO
Indonesia bahasalnggris S| M| D
42 | Statistika Statistics v v v IImu Formal
43 | StatistikaTerapan Applied Statistics % % Ilmu Formal
44 | Agribisnis Agribusiness v v v | llmuTerapan
45 | AgroekoteknologiatauAgroteknologi | Sustainable Agriculture v v v | llmuTerapan
46 | AgroforestriTropis Tropical Agroforestry % IImuTerapan
47 | Agronomi Agronomy or Crop Science Y Y v | llmuTerapan
48 | Akuakultur Aquaculture v v v | llmuTerapan
49 N . Animal Bioscience or Animal
Biosains Hewan atau Sains Hewan . \Y v v | llmuTerapan
Science
50 | Ekonomi Pertanian Agricultural Economics v lImuTerapan
51 | Entomologi Pertanian Agricultural Entomology % IImuTerapan
52 | FisiologiHewan Animal Physiology % v | llmuTerapan
53 | Hortikultura Horticulture % IImu Terapan
54 | llmu atau Sains Benih Seed Science % IImuTerapan
55 | llmu atau Sains Pangan Food Science v v v | llmuTerapan
56 | llmu atau Sains Perikanan FisheriesScience % % v | llmuTerapan
57 | llmu atau Sains Pertanian AgriculturalScience % % v | llmuTerapan
58 | llmu atau Sains Tanah Soil Science % % v | llmuTerapan
59 | llmu atau Sains Tanaman PlantScience % v | llmuTerapan
60 ManajemenatauP.engeIoIaan Water or Aquatic Resources v v v | imuTerapan
Sumber Daya Perairan Management
61 | Mikrobiologi Pertanian Agricultural Microbiology v v IImuTerapan
62 | Nutrisidan Teknologi Pakan Ternak Animal Nutrition and Feed v v lImuTerapan
Technology
63 | NutrisiTernak Animal Nutrition v v v | llmuTerapan
o4 Nutrisi Ternak dan Sains Pakan An.imal Nutrition and Feed v IImuTerapan
Science
0> Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi Plant Pathology or % v | llmuTerapan
Phytopathology
66 | Pemuliaan Tanaman PlantBreeding v v v | llmuTerapan
67 | PengendalianHamaTerpadu Integrated Pest Management IImuTerapan
68 | Penyuluhan Pertanian Agricultural Extension v IImuTerapan
69 | PerikananTangkap CaptureFisheries v IImuTerapan
70 | Pertanian LahanKering Dryland Agriculture v IImuTerapan
& Pertanian Tropika Basah X;:;E?S:Ceal (Rainforests) v IImuTerapan
72 | Peternakan AnimalHusbandry v v v | llmuTerapan
73 | ProteksiTanaman Plant Protection v % IImuTerapan
74 | Sosial EkonomiPerikanan Fisheries Socioeconomics v IImuTerapan
75 | Sosial Ekonomi Pertanian Agricultural Socioeconomics v v lImu Terapan
76 Sosial Ekonomi Peternakan AnifnaIHusbahdry v IImuTerapan
Socioeconomics
77 | Sumber Daya Akuatik AquaticResources v v | llmuTerapan
78 | TeknologiHasil Perairan Aquatic Product Technology v IImuTerapan
79 | TeknologiHasil Perikanan Fish Product Technology % % IImuTerapan
80 | TeknologiHasilPerkebunan Plantation Product Technology v IImuTerapan
81 | TeknologiHasil Pertanian Agricultural Crop Technology v v [ImuTerapan




Program*
No Nama Program Studi.DaIam Bahasa Nama Program Stuclli dalam RO
Indonesia bahasalnggris S| M| D
82 | TeknologiHasil Peternakan Livestocks Product Technology | v lImuTerapan
83 | TeknologiPascaPanen Post Harvest Technology % % IImuTerapan
84 | TeknologiPenangkapanlkan Fish Capture technology v v v | llmuTerapan
85 | Arsitektur Architecture v v v | llmuTerapan
86 | ArsitekturLanskap Landscape Arschitecture % % v | llmuTerapan
87 | Desain Design Y v | llmuTerapan
88 | DesainlInterior Interior design v v v | llmuTerapan
89 | Desain Komunikasi Visual Visual Communication Design % % v | llmuTerapan
90 | DesainProduk Product Design v v v | llmuTerapan
91 | DesainProdukindustri Industrial Product Design % IImuTerapan
92 | Ergonomi Ergonomics v v | llmuTerapan
93 | Perencanaan Kepariwisataan Tourism Planning v IImuTerapan
94 | PerencanaanKota UrbanPlanning v v v | llmuTerapan
95 | Perencanaan Wilayah dan Kota Regional and Urban Planning v v v | llmuTerapan
96 | Perencanaan Wilayah danPerdesaan | Regional and Rural Planning v v | llmuTerapan
97 | Perencanaan Wilayah Regional Planning % % v | llmuTerapan
98 | RancangKota Urban Design v v v | llmuTerapan
99 | Manajemen Teknologi Technology Management v v | llmuTerapan
100 Sistem Informasi Manajemen Management Information % IImuTerapan
System

101| Logistik Logistics v | llmuTerapan
102 | Manajemen Logistik Logistics Management IImuTerapan
103 | Kewirausahaan Entrepreneurship v IImuTerapan
104 | Manajemen Retail Retail Management v IlImu Terapan
105 | Bisnis Digital Digital Business v Ilmu Terapa
106 | Perdagangan Internasional International Trade v IImuTerapan
107 | Manajemen Rekayasa Engineering Management v v v | llmuTerapan
108 | RekayasaHayati Bioengineering v v v | llmuTerapan
109 | Rekayasa Infrastrukturdan Infrastructureand

Lingkungan Environmental Engineering v v lImuTerapan
110 | RekayasaKeselamatan Kebakaran Fire Safety Engineering v IImuTerapan
111 | Teknik atau Rekayasa Aeronautika Aeronautics Engineering v IImuTerapan
112 | Teknik atau Rekayasa Biomedis Biomedical Engineering \Y IImu Terapan
113 | Teknik atau Rekayasa Bioproses Bioprocess Engineering v IImuTerapan
114 | Teknik atau Rekayasa Biosistem Biosystem Engineering v IImuTerapan
115 | Teknik atau Rekayasa Dirgantara Aerospace Engineering v IImuTerapan
116 | Teknik atau Rekayasa Elektro Electrical Engineering v llImu Terapan
117 | Teknik atau Rekayasa Energi Panas Geothermal Energy

Bumi(Geotermal) Engineering v ImuTerapan
118 :I:E::SZ: Rekayasa Energ Renewable Energy Engineering % IImuTerapan
119 | Teknik atau Rekayasa Fisika Engineering Physics % % v | llmuTerapan
120 | Teknik atau Rekayasa Geodesi Geodetic Engineering v % v | llmuTerapan
121 | Teknik atau Rekayasa Geofisika Geophysical Engineering v v v | llmuTerapan
122 | Teknik atau Rekayasa Geologi Geological Engineering v v v | llmuTerapan
123 | Teknik atau Rekayasa Geomatika Geomatics Engineering v v v | llmuTerapan
124 | Teknik atau Rekayasa Industri Industrial Engineering v v v | llmuTerapan




125

Teknik atau Rekayasa Industri dan

Industrial Engineering and

v v | llmuTerapan
Manajemen Management P
Teknik atau Rekayasa Industri
126 . v Agro-industrial Engineering v % v | llmuTerapan
Pertanian
127 | Teknik atau Rekayasa Instrumentasi Instrumentationand Control
. . v lImuTerapan
dan Kontrol Engineering
128 | Teknik atau Rekayasa Kelautan OceanEngineering v v v | llmuTerapan
129 | Teknik atau Rekayasa Keselamatan SafetyEngineering v lImuTerapan
130 | Teknik atau Rekayasa Kimia Chemical Engineering % % v | llmuTerapan
131 | Teknik atau Rekayasa Komputer Computer Engineering % % v | llmuTerapan
132 | Teknik atau Rekayasa Lingkungan Environmental Engineering % % v | llmuTerapan
133 | Teknik atau Rekayasa Logistik LogisticEngineering % % v | llmuTerapan
134 | Teknik atau Rekayasa Manufaktur Manufacturing Engineering % % v | llmuTerapan
135 | Teknik atau Rekayasa Material Materials Engineering % % v | llmuTerapan
136 | Teknik atau Rekayasa Material dan Metallurgical and Materials
. . - v v | llmuTerapan
Metalurgi Engineering
137 | Teknik atau Rekayasa Mesin Mechanical Engineering v v v | llmuTerapan
138 | Teknik atau Rekayasa Metalurgi Metallurgical Engineering % % v | llmuTerapan
139 | Teknik atau Rekayasa Nuklir NuclearEngineering v v v | llimuTerapan
Teknik atau Rek Pengind
140 Jaeu:l atalRERayasa Fengincerasn RemoteSensing Engineering Y IImuTerapan
Naval Architecture
Teknik Rek Perkapal Imu T
141 | Teknik atau Rekayasa Perkapalan Engineering v v v mu Terapan
142 | Teknik atau Rekayasa Perminyakan Petroleum Engineering v v v | llmuTerapan
143 | Teknik atau Rekayasa . . .
Mining Engineering v v v | llmuTerapan
Pertambangan
144 | Teknik atau Rekayasa Pertanian Agricultural Engineering v | v | v | llmuTerapan
145 | Teknik atau Rekayasa Pertanian dan Agriculturaland Biosystem
. . . v v v | llmuTerapan
Biosistem Engineering
Teknik atau Rekayasa
146 Perumahsakitany Hospital Engineering v IImuTerapan
147 | Teknik atau Rekayasa Sipil CivilEngineering v v v | llmuTerapan
148 | Teknik atau Rekayasa Sistem Energi Energy System Engineering v | v llmuTerapan
149 | Teknik atau Rekayasa Sistem . . .
MarineEngineering \Y v v | llmuTerapan
Perkapalan
150 | Teknik atau Rek Sumber D
(.e nika a.u ekayasa sumberaya Water Resources Engineering v v v | llmuTerapan
Air (Pengairan)
151 | Teknik atau Rekayasa Telecommunications
- . . \% \% v | llmuTerapan
Telekomunikasi Engineering
152 | Teknik atau Rekayasa Tenaga Listrik Electrical Power Engineering v v lImuTerapan
153 | Teknik atau Rekayasa Transportasi Transportation Engineering v v | llmuTerapan
Teknik atau Rekayasa Transportasi
154 Laut ! 4 P Marine TransportEngineering v v v | llmuTerapan
155 | TeknologilndustriPertanian Agro-industrial Technology Y Y v | llmuTerapan
156 | llmu atau Sains Keberlanjutan Sustainability Science % IImuTerapan
157 | Ilmu atau Sains Lingkungan Environmental Science v v v | llmuTerapan
158 | Kehutanan Forestry v v v | llmuTerapan
159 i
ManajemepatauPengelolaan Watershed Management v v | llmuTerapan
Daearah Aliran Sungai
160 | Manajemen atau Pengelolaan Hutan Forestry Management v v IImuTerapan
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Manajemenatau Pengelolaan .
161 | . Environmental Management v IImuTerapan
Lingkungan
162 | Manajemenatau Pengelolaan NaturalResources
v v | llmuTerapan
Sumber Daya Alam Management
163 | Manajemenatau Pengelolaan
) . & Bio Resources Management Y v | llmuTerapan
Sumber Daya Hayati
164 j
Manajemenatau Pengelolaan Land Resource Management v IImu Terapan
Sumber Daya Lahan
165 | ManajemenatauPengelolaan DrylandResource
. v lImuTerapan
Sumber Daya Lahan kering Management
166 | Rekayasa Kehutanan ForestEngineering % % IImuTerapan
167 | Silvikultur Silviculture % IImuTerapan
168 | SilvikulturTropika Tropical Silviculture v v | llmuTerapan
169 | Studilingkungan Environmental Studies % IImuTerapan
170 Environmentaland Urban
Studi Lingkungan dan Perkotaan . v IImuTerapan
Studies
171 | TeknologiHasil Hutan Forest Product Technology v v v | llmuTerapan
172 | Administrasi Kesehatan Health Administration IlImu Terapan
173 | Administrasi Rumah Sakit Hospital Administration IImuTerapan
174 | EntomologiKesehatan atau Medical Entomology or
i . . v v | llmuTerapan
Entomologi Veteriner Veterinary Entomology
175 | Epidemiologi Epidemiology % v | llmuTerapan
176 | Farmasi Pharmacy v v v | llmuTerapan
177 | Farmasilndustri Industrial Pharmacy \Y IlmuTerapan
178 Clinicaland C it
Farmasi Klinik dan Komunitas inicalandommuntty v IImuTerapan
Pharmacy
179 | FarmasiKlinis Clinical Pharmacy v v [ImuTerapan
180 | Gizi Nutrition v IImu Terapan
181 | GiziMasyarakat Public Nutrition v IlmuTerapan
182 | llmu atau Sains Biomedis Veteriner Veterinary Biomedical Science v IImuTerapan
183 | llmu atau Sains Biomedis BiomedicalScience v v v | llmuTerapan
184 | llmu atau Sains Gizi Nutrition Science v v | llmuTerapan
185 | limu atau Sains Kedokteran Medical Science v | llmuTerapan
186 | llmu atau Sains Kedokteran Gigi Dental Science v v | llmuTerapan
187 | llmu atau Sains Laboratorium Klinis Clinical Laboratory Science v llmuTerapan
188 | Ilmu atau Sains Laboratorium Medis Medical Laboratory Science v IImuTerapan
189 | limuatau Sains Veteriner VeterinaryScience v v | llmuTerapan
190 | llmuFarmasi Pharmaceutical Science v IImuTerapan
191 | Imunologi Immunology v lImu Terapan
192 | Kebidanan Midwifery Y IImuTerapan
193 | Kedokteran Forensik dan Forensic Medicine and v v | lImuTeraoan
Medikolegal Medicolegal P
194 | Kedokteran Gigi Klinis Clinical Dentistry % IImuTerapan
195 | Kedokteran Gigi Komunitas Community Dentistry v IImuTerapan
196 | KedokteranHewan Veterinary Medicine % IImuTerapan
197 | Kedokteran Keluarga Family Medicine v lImuTerapan
198 | KedokteranKerja Occupational Medicine v IImuTerapan
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199 | KedokteranKlinis Clinical Medicine v v | llmuTerapan
200 | Kedokteran Olahraga Sports Medicine % v | llmuTerapan
201 | KedokteranTropis Tropical Medicine % v | llImuTerapan
202 | Keperawatan Nursing \Y v | llmuTerapan
203 | Kesehatan Lingkungan Environmental Health v IImuTerapan
204 | Kesehatan Masyarakat Public Health % v | llmuTerapan
205 | Kesehatan Masyarakat Veteriner Veterinary Public Health v v | llmuTerapan
206 | Kesehatan Reproduksi Reproductive Health v IImuTerapan
207 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and v lImuTerapan
Safety
208 ManajemenInformasiKesehatan &Tr::;n:qoe::atlon v lImuTerapan
209 | Optometri Optometry v v | llmuTerapan
210 Penuaan Kulit dan Estetika Skin .Ageing and Aesthetic % IImuTerapan
Medicine
211 | PromosiKesehatan Health Promotion % IImu Terapan
212 | Tanaman Obat Herbal Medicine v lImuTerapan
213 | TerapiOkupasi Occupational Therapy % IImuTerapan
214 Vaksinologidan Imunoterapetika Vaccinologyand . v IImuTerapan
Immunotherapeutics
215 | llmu atau Sains Informasi Information Science % % v | llmuTerapan
216 Perpustakaan dan Sains Informasi ;::t;;iiyeand Information % % v | llmuTerapan
217 | Fisiologi Keolahragaan Exercise Physiology v IImuTerapan
218 | llmuatau Sains Keolahragaan SportScience v IImuTerapan
219 | Pariwisata Tourism v IImuTerapan
220 | Transportasi Transportation v v v | llImuTerapan
221 | Bio-etika Bio-ethics v lImuTerapan
222 | Bio-informatika Bio-informatics v IImuTerapan
223 | Bio-kewirausahaan Bio-entrepreneurship v IImuTerapan
224 | Bio-manajemen Bio-management v Ilmu Terapan
225 | Bioteknologi Biotechnology v v | llmuTerapan
226 Bioteknologi Industri In.dustrial(white) v [ImuTerapan
Biotechnology
227 | Bioteknologi Kelautan Marine (Blue) Biotechnology v IImuTerapan
228 | Bioteknologi Kesehatan Medical (Red) Biotechnology % IImuTerapan
229 Bioteknologi Pertanian AgriculturaI(Green) v IImuTerapan
Biotechnology
230 | Geografi Geography v v v | llmuTerapan
231 | Geografi Lingkungan Environmental Geography v lImuTerapan
232 Sains Informasi Geografi Ge.ographic Information v Y v | llmuTerapan
Science
233 | PenginderaanlJauh RemoteSensing \Y IImuTerapan
234 | llmu atau Sains Forensik ForensicScience v IImuTerapan
235 | llmu atau Sains Komputasi Computational Science v v | llmuTerapan
236 | Kimia-informatika Chemo-informatics v IImuTerapan
237 Konservasi Biodiversitas Tropika Tropical Biodiversity % v | llmuTerapan
Conservation
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238 | Konservasi Biology Conversation Biology v lImuTerapan
239 | Konservasi Hewan Liar Wild life conservation % IImuTerapan
240 Wild life and Forest
konservasi Hewan Liar dan Hutan nat ea_n orestry v IImuTerapan
conservation
241 | KonservasiHutan Forestry Conservation Y IImuTerapan
Natural
242 Konservasi Sumber Daya Alam atura res.ources v lImuTerapan
Conservation
243 | MitigasiBencana Disaster Management v lImuTerapan
244 | MitigasiBencana Kerusakan Lahan Land Disaster Management v lImuTerapan
245 | Pendidikan Profesi Kesehatan Health Profession Education v v | llmuTerapan
246 | PerumahandanPemukiman HumanSettlement v v | llmuTerapan
247 | Psikologi Pendidikan Educational Psychology v v | llmuTerapan
248 | RekayasaSistem SystemEngineering v IImuTerapan
H - os (Li I
249 StudiHumanitas umanistic Studies (Libera v v v | llmuTerapan
Arts)
250 | Teknik atau Rekayasa Pangan FoodEngineering v | llmuTerapan
251 | TeknologiPangan Food Technology v v IImuTerapan
252 | Fisioterapi Fisiotherapy % llImuTerapan
253 | Rekayasa Tekstil Textile Engineering lImu Terapan
254 | Film Film IImuTerapan
255 | Teknologi Pulp dan Kertas Pulp and Paper Technology Program
Diploma 3
256 | Teknik Mekatronika Mechatronic Engineering v llmuTerapan
257 | Pendidikan Teknologi Informasi Information v % lImu Terapan
Technology Education
258 | Pendidikan Vokasi Keteknikan Technical Vocational v | v [ llmuTerapan
Education
B. Kelompok Program Studi Penyiapan Guru Produktif
Nama Program Studi Dalam Bahasa Nama Program Studi dalam Program*
No ) i Rumpun
Indonesia bahasalnggris S M | D
1 Agribusi Vocational
Pendidikan Vokasional Agribisnis gr us.lness ocationa v
Education IImuTerapan
2 Fashion Design Vocational
Pendidikan Vokasional Desain Fashion . 8 v llmuTerapan
Education
3 | PendidikanVokasional Gambar Architectural Drafting v
Arsitektur Vocational Education limuTerapan
4 | PendidikanVokasionalKesejahteraan Family Welfare Vocational v llmuTerapan
Keluarga Education
5 | PendidikanVokasional Konstruksi Building Construction v
Bangunan Vocational Education llmuTerapan
Mechatronics Vocational
6 | PendidikanVokasional Mekatronika ) v llmuTerapan
Education
Culinary Art Vocational
7 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner y v lImuTerapan
Education
- . . Cosmetology Vocational
8 | Pendidikan Vok ITataR
endidikan VoKasional I ata Rias Education \) ||muTerapan




Nama Program Studi Dalam Bahasa Nama Program Studi dalam Program*
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9 Pendidikan Vokasional Teknik atau ElectricalEngineering v v

RekayasaElektro Vocational Education llmu Terapan
10 | pendidikan Vokasional Teknik atau Electronic Engineering v v

Rekayasa Elektronika Vocational Education llmu Terapan
11 Pendidikan Vokasional Teknik atau Mechanical Engineering v v

Rekayasa Mesin Vocational Education llmu Terapan
12 Pendidikan Vokasional Teknik atau Agricultural Engineering v

RekayasaPertanian Vocational Education lImu Terapan
13 PendidikanVokasional Teknologi Automotive Technology v

Otomotif Vocational Education llmu Terapan
14 | Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan) Vocational Teacher Education v v | llmuTerapan

* Keterangan S =
Sarjana
M = Magister
D = Doktor



